Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s
15

% 4

I ”_'.. b

PUTUSAN
Nomor 1081 K/PID.SUS.LH/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi
yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah

memutus perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD AZHARI, S.HI. bin H. AHMAD;
Tempat lahir : Pagar Alam (Palembang);

Umur/tanggal lahir 40 tahun/12 April 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal :Dusun Sungai Tebal, Desa Tuo,

Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi;

Agama s Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober
2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau

- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; atau

- Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun
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2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
juncto Pasal 55 ayat (2) KUHPidana; atau

- Dakwaan Keempat: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 82 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Juncto Pasal 55 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jambi tanggal 17 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AZHARI, S.HI. bin H. AHMAD telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah
yang diperhitungkan, besar akibat-akibatnya dengan sengaja melakukan
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang
dikeluarkan dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b” dalam Dakwaan Ketiga Pasal 82 ayat (1) huruf b
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD AZHARI, S.HI. bin H.
AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa
tetap ditahan;

3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa AHMAD AZHARI, S.HI. bin H.
AHMAD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair
selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Barang bukti :

1) 2 (dua) bilah Parang yang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari
kayu;

2) 3 (tiga) batang potongan Pohon hasil tebangan Saksi Maardi dan
Indra Jaya;

3) 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;

4) 1 (satu) buah Handphone merk Aldo warna hitam;
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Dipakai dalam perkara Terdakwa Indra Jaya dan Terdakwa Maardi;

5. Menetapkan Terdakwa AHMAD AZHARI, S.HI. bin H. AHMAD dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 303/Pid.B/LH/
2018/PN.Jmb., tanggal 3 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD AZHARI, S.HI. bin H. AHMAD tersebut di
atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama,
dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga dan dakwaan Keempat;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut
Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah
putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat
serta martabatnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 303/Akta Pid.B/LH/2018
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2018 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut sebagai Pemohon Kasasi,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26
Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah
diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi
pada tanggal 3 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018 serta memori kasasinya
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 26
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Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut

Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara
pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain
daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat
mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara
diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan
frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang
memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena
Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah
mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana
yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

2. Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan
Terdakwa sendiri tidak ditemukan fakta yang dapat mendukung

terbuktinya unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, tidak ada satu
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saksipun yang menerangkan tentang keterlibatan  Terdakwa
menganjurkan atau menyuruh masyarakat melakukan perambahan
hutan;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengulang kembali fakta di
persidangan yang sudah dipertimbangkan Judex Facti, kemudian
dianalisa menurut pendapat Penuntut Umum sendiri oleh karenanya
alasan kasasi Penuntut Umum lebih bersifat penilaian hasil pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa
putusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut
Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara
pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada
Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILL
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan
dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.
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Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-
Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua
Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rudi Soewasono
Soepadi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai
Hakim Anggota/Pembaca | telah meninggal dunia pada hari Jum’at, tanggal
20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
sebagai Hakim Anggota/Pembaca .

Jakarta, 12 Desember 2019

Ketua Mahkamah Agung R,

ttd./

Prof. Dr. H. M. HATTAALI, S.H., M.H.
Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RL.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus
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